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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana kerjasama

internasional  untuk  mendukung  usaha
memajukan penghormatan, pelindungan dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas dan
bagaimana tujuan  pemenuhan  hak-hak
penyandang disabilitas menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas. Dengan menggunakan
metode peneltian yuridis normatif,
disimpulkan: 1. Kerjasama internasional untuk
mendukung usaha memajukan penghormatan,
pelindungan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas dilakukan pemerintah dengan
menjalin kerja sama internasional dengan
negara yang mendukung usaha memajukan
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas. Pemerintah wajib
mengarusutamakan isu disabilitas dalam
menjalin kerja sama internasional dan dapat
dilakukan dengan cara: bertukar informasi dan
pengalaman, program pelatihan, praktik
terbaik,  penelitian, ilmu pengetahuan;
dan/atau alih teknologi. 2. Tujuan pemenuhan
hak-hak penyandang disabilitas diantaranya
mewujudkan Penghormatan, pemajuan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi
manusia serta kebebasan dasar Penyandang
Disabilitas secara penuh dan setara, menjamin
upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang
melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
mewujudkan taraf kehidupan Penyandang
Disabilitas yang lebih berkualitas, adil,
sejahteralahir dan batin, mandiri, serta
bermartabat, melindungi Penyandang
Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi,
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pelecehan dan segala tindakan diskriminatif,
serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kata kunci: Kerjasama Internasional,
Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas, Negara Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai
hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusia bersifat universal, perlu dilindungi,
dihormati, dan dipertahankan, sehingga
Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap
kelompok rentan, khususnya Penyandang
Disabilitas.’ Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
merupakan kewajiban negara. Hal ini juga
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
sehingga masyarakat mempunyai tanggung
jawab untuk menghormati hak Penyandang
Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini
mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat
belum  terpenuhinya pelaksanaan hak
Penyandang Disabilitas.®

Selama ini, pengaturan mengenai
Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum
berperspektif hak asasi manusia. Materi
muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat
belas kasihan (charity based) dan Pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas masih dinilai
sebagai masalah sosial yang kebijakan
Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan
sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan
peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang
Disabilitas seharusnya mendapatkan
kesempatan yang sama dalam upaya
mengembangkan dirinya melalui kemandirian

5Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
6Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
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sebagai manusia yang bermartabat.” Hak-hak
penyandang disabilitas menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas telah sesuai dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention
On The Rights Of Persons With Disabilities
(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas)  termasuk  hak  penyandang
disabilitas di bidang politik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kerjasama internasional
untuk  mendukung usaha memajukan
penghormatan, pelindungan dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas ?

2. Bagaimanakah tujuan pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas ?

C. Metode Penelitian

Metode  penelitian  hukum  normatif
digunakan untuk menyusun penulisan ini dan
ditunjuang dengan data-data sekunder yang
diperoleh dari studi kepustakaan.Data sekunder
terdiri atas bahan-bahan hukum primer,
sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Kerjasama Internasional Untuk
Mendukung Usaha Memajukan
Penghormatan, Pelindungan Dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 136

Pemerintah dapat menjalin kerja sama

internasional dengan negara yang mendukung

usaha memajukan Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
Pasal 137 ayat:

(1) Pemerintah wajib mengarusutamakan isu
disabilitas dalam menjalin kerja sama
internasional.

(2) Kerjasama internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan cara:

a. bertukar informasi dan pengalaman;
b. program pelatihan;

7Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
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praktik terbaik;

penelitian;

ilmu pengetahuan; dan/atau

. alih teknologi.

Bogor, KOICA (Korea International
Cooperation Agency) yang diwakili oleh Ha
Hyun selaku expert BLK (Balai Latihan Kerja)
KOICA di Indonesia beserta jajarannya
melakukan kunjungan ke BBRVPD (Balai Besar
Rehabilitas Vokasional Penyandang Disabilitas)
pada hari Selasa, 15 Januari 2019. Kunjungan ini
didasari oleh kerjasama Kementrian Sosial
dengan KOICA. Pertemuan antara KOICA dan
BBRVPD kali ini membahas mengenai Proposal
Hibah KOICA Pemerintahan Korea di BBRVPD.
KOICA sendiri merupakan Badan Pemerintahan
Korea Selatan yang bisa disebut juga sebagai
Badan Kerjasama Internasional Korea untuk
memaksimalkan efektifitas bantuan Korea
Selatan pada negara-negara berkembang.
Bantuan tersebut bisa berupa hibah maupun
program kerjasama teknis.®

Pemerintah Korea yang diwakili oleh KOICA
ingin  melihat dan mengetahui langsung
mengenai program yang ada di BBRVPD dan
didampingi oleh kepala BBRVPD A.M Asnandar
untuk menjelaskan mengenai program-program
yang terdapat di BBRVPD. Bapak Kepala
menginformasikan bahwa BBRVPD pada tahun
2018 berhasil menyalurkan 85 orang Penerima
Manfaat untuk bekerja di perusahaan baik itu
perusahaan Nasional maupun Internasional.

Selain itu juga pada pertemuan kali ini A.M
Asnandar menjelaskan terdapat perubahan dan
peningkatan di BBRVPD diantaranya:

1. Perubahan nama lembaga dari BBRVBD
(Balai Besar Rehabilitas Vokasional Bina
Daksa) menjadi BBRVPD (Balai Besar
Vokasional Penyandang Disabilitas).

2. Penambahan jurusan/keterampilan dari 6
jurusan menjadi 9 jurusan, penambahan 11
kompetensi menjadi 12 kompetensi, dan
penambahan jenis disabilitas yang dilayani
yaitu disabilitas sensorik netra.

3. Penambahan target sasaran disabilitas dari
85 orang menjadi 120 orang yang akan
diimplementasikan pada tahun 2019 dan

o a0

& http://bbrvbd.kemsos.go.id/Kunjungan  Pemerintah

Korea Selatan (KOICA) ke BBRVPD 21 Januari 2019.
Diakses 2/24/2020 6:23 Wita.
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direkrut dari dinas sosial provinsi yang akan

diseleksi untuk penerimaan di balai dengan

standar yang sudah ditetapkan oleh BBRVPD
berdasarkan kemampuan kompetensi yang
dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Di seluruh ASEAN, kurang lebih 10 persen
atau sekitar 62 juta orang hidup dengan
disabilitas, 45 persen dari 62 juta orang
tersebut berada di Indonesia, sekitar 16 persen
tinggal di Filipina, 13 persen di Vietnam, 11
persen di Thailand, dan 15 persen lainnya
tersebar di negara ASEAN lainnya. Jumlah
penyandang disabilitas di provinsi Kalimantan
Timur pada tahun 2016 sesuai data Dinas Sosial
adalah + 7500 jiwa. Konsultasi Publik mengenai
pelindungan dan pemajuan hak-hak
penyandang disabilitas kepada pemangku
kepentingan di Indonesia menjadi program
kerja Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kemlu Rl
setelah disahkannya dokumen ASEAN Enabling
Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of
Persons with Disabilities pada KTT ASEAN ke-33
di Singapura pada November 2018. Enabling
Masterplan ASEAN 2025 adalah rencana kerja
ASEAN untuk lebih memajukan dan melindungi
hak-hak para penyandang disabilitas di ASEAN.
(Sumber: Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya
ASEAN).

Partisipasi merupakan ukuran yang sangat
penting dalam membahas disabilitas. CRPD
dengan jelas menyatakan bahwa impairment
yang dialami atau dimiliki individu tidak dengan
serta merta membatasi partisipasi yang
bersangkutan. Sikap dan perlakuan masyarakat
serta negaralah yang sering menghambat
partisipasi. Tidak disediakannya assistive
devices (alat bantu) atau aksesibilitas fisik di
berbagai fasilitas pubik, misalnya, jelas
mengambat orang dengan disabilitas untuk ikut
serta dalam berbagai kegiatan masyarakat
umum.™

Organisasi  Penyandang  Disabilitas-OPD
(Diasbled People Organizations-DPO). Berbeda
dengan perkembangan dan pertumbuhan
organisasi kemasyarakatan lainnya atau LSM
pada umumnya, Organisasi Penyandang

° Ibid.

10Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli
dan Siradj Okta. Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di
Indonesia: Sebuah Desk-Review.Pusat Kajian Disabilitas
Fakultas llmu-llmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia.
Depok.Australian Government AusAID. Jakarta, November
2010. him. 24.

Disabilitas didirikan oleh para penyandang
disabilitas sesuai dengan jenis kecacatan
mereka (Misalnya Pertuni atau Persatuan Tuna
Netra dan Gerkatin atau Gerakan untuk
Kesejahteraan Tunarungu Indonesia). Mereka
muncul di sekitar tahun 80an untuk membantu

anggotanya (kebanyakan penyandang
disabilitas sejenis atau anggota
keluarganya/orangtuanya) memenuhi
kebutuhan-kebutuhan dasar (sekolah,

pelatihan, dukungan, dan pengobatan) dan
pengakuan masyarakat bahwa mereka memang
layak diperlakukan sebagai warga biasa yang
patut dihormati dan diberi kesempatan (JICA,
2002). Beberapa upaya yang berhasil mereka
lakukakan adalah negosiasi terbentuknya UU
No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
dan  ikut sertanya Indonesia  dalam
penandatangan kesepakatan regional dalam
Dekade Asia Pasik bagi Penyandang Cacat 1993-
2002 dan Dekade Il Asia Pasifik bagi
Penyandang Cact 2003-2012, serta Konvensi
Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas.™

B. Tujuan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas Menurut  Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas
Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

telah diratifikasi negara Republik Indonesia

melalui Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan

Convention On The Rights Of Persons With

Disabilities  (Konvensi Mengenai Hak-Hak

Penyandang Disabilitas). Pemerintah Republik

Indonesia telah menandatangani Convention on

the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi

mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.
Permasalahan utama vyang dihadapi
penyandang disabilitas adalah keterbatasan
akses terhadap pelayanan  pendidikan,
pekerjaan, kesehatan, transportasi, dan
partisipasi politik atau keadilan. Mereka sering
menghadapi hambatan untuk berpartisipasi
dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Hambatan dapat terjadi dalam berbagai

bentuk, termasuk dalam kaitan dengan

lingkungan fisik, teknologi informasi dan
komunikasi, legislasi dan kebijakan yang belum

2 bid. hlm. 25.
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sepenuhnya berpihak, sikap masyarakat dan

diskriminasi."?

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
yang telah diundangkan adalah instrumen HAM
yang sekaligus menjadi instrumen kebijakan
lintas disabilitas (cross-disability) dan lintas
sektoral (cross sectoral), selanjutnya perlu
dituangkan dalam bentuk instumen lintas
program di antara kementerian terkait. Sebagai
upaya implementasi hak-hak manusia yang
termasuk di dalamnya hak disabilitas, telah
ditetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun
2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Tahun  2015-2019. Di dalam
pelaksanaannya, setiap tahun ditetapkan aksi
hak asasi manusia. Untuk tahun 2015, telah
ditetapkan aksi hak asasi manusia termasuk
kelompok rentan dan penyandang disabilitas
sebagaimana ditetapkan dalam Inpres No.10
Tahun 2015 tentang Aksi Hak Asasi Manusia
Tahun 2015."

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 3.
Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas bertujuan:

a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi
manusia sertakebebasan dasar Penyandang
Disabilitas secara penuh dan setara;

b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai
martabat yang melekat pada  diri
Penyandang Disabilitas;

c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang
Disabilitas yang lebih berkualitas, adil,
sejahteralahir dan batin, mandiri, serta
bermartabat;

d. melindungi Penyandang Disabilitas dari
penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan

segala tindakan diskriminatif,serta
pelanggaran hak asasi manusia; dan
memastikan pelaksanaan upaya

Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan
Pemenuhanhak Penyandang Disabilitas untuk
mengembangkan diri serta mendayagunakan
seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat
yang dimilikinya untuk menikmati,berperan
serta berkontribusi secara optimal,

12 http://ham.go.id/Hari Disabilitas Internasional Tahun
2015. Diakses 2/24/2020 6:23 Wita.
 Ibid.
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aman,leluasa,dan bermartabat dalam segala

aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan

bermasyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, yang memberikan
banyak hak kepada semua warga negara
Indonesia tentang hak-hak kesehatannya yang
diatur di dalam Pasal 4 sampai Pasal 8. Hak-hak
tersebut, antara lain:

1. Hak untuk memperoleh akses atas sumber
daya di bidang kesehatan,

2. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang
aman, bermutu dan terjangkau,

3. Hak untuk menentukan sendiri pelayanan
kesehatan yang diperlukan bagi dirinya,
mendapatkan lingkungan yang sehat bagi
pencapaian derajat kesehatan,
mendapatkan informasi dan edukasi tentang
kesehatan yang seimbang dan bertanggung
jawab."*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang  Disabilitas,mengatur
mengenai hak  penyandang  disabilitas,
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 ayat (1)
Penyandang Disabilitas memiliki hak:
hidup;
bebas dari stigma;
privasi;
keadilan dan perlindungan hukum;
pendidikan;
pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
kesehatan;
politik;
keagamaan;
keolahragaan;
kebudayaan dan pariwisata;
kesejahteraan sosial;

. Aksesibilitas;

Pelayanan Publik;

Pelindungan dari bencana;

habilitasi dan rehabilitasi;

Konsesi;

pendataan;

hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam

masyarakat;

t. berekspresi, berkomunikasi, dan
memperoleh informasi;

u. berpindah tempat dan kewarganegaraan;
dan

¥ eV OS3ITATTIOR ™ OQ0TY

“Muhammad Ramadhana Alfaris. Op.Cit. him. 205.
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v. bebas dari tindakan Diskriminasi,
penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
Ayat (2) Selain hak Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

a. atas kesehatan reproduksi;

b. menerima atau menolak penggunaan alat
kontrasepsi;

c. mendapatkan  Pelindungan lebih  dari
perlakuan Diskriminasi berlapis; dan

d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari
tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan
eksploitasi seksual.

Ayat (3) Selain hak Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak
penyandang disabilitas memiliki hak:

a. mendapatkan Pelindungan khusus dari
Diskriminasi,  penelantaran, pelecehan,
eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan
seksual;

b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan
keluarga atau keluarga pengganti untuk
tumbuh kembang secara optimal;

c. dilindungi kepentingannya dalam
pengambilan keputusan;

d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai
dengan martabat dan hak anak;

e. Pemenuhan kebutuhan khusus;

f. perlakuan yang sama dengan anak lain
untuk mencapai integrasi sosial dan
pengembangan individu; dan

g. mendapatkan pendampingan sosial.
Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Huruf c Yang

dimaksud dengan “Diskriminasi  berlapis”

adalah Diskriminasi yang dialami perempuan
karena jenis kelaminnya sebagai perempuan
dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga
mereka tidak mendapatkan kesempatan yang
sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara

di berbagai bidang kehidupan.

Penjelasan Pasal 5ayat (3) Huruf (b) Yang
dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah
orang tua asuh, orang tua angkat, wali,
dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan
tanggung jawab untuk memberikan perawatan
dan pengasuhan kepada anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat
diartikan sebagai upaya perlindungan hukum
terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi
anak serta berbagai kepentingan vyang
berhubungan dengan kesejahteraan anak.jadi

masalah perlindungan hukum bagi anak
mencakup ruang lingkup yang sangat luas."

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.Pasal 1 angka 2.Perlindungan Anak adalah
segala  kegiatan untuk menjamin  dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.Pasal 1 angka 12.Hak Anak adalah
bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang
Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah,
dan pemerintah daerah.Pasal 1 angka
15.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk
perlindungan yang diterima oleh Anak dalam
situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan
jaminan rasa aman terhadap ancaman yang
membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh
kembangnya.Pasal 1 angka 15a.Kekerasan
adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, psikis, seksual,
dan/atau penelantaran, termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.Asas dan Tujuan Perlindungan Anak diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak.Pasal
2.Penyelenggaraan perlindungan anak
berasaskan  Pancasila dan  berlandaskan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip

dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a. non diskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan; dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3.Perlindungan anak bertujuan untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

> Moch Faisal Salam, Peradilan HAM di Indonesia,
Pustaka, Bandung, 2002, him. 53.
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harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia
yang berkualitas, berakhlak mulia, dan
sejahtera.™®

Hak-hak penyandang disabilitas di atur
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
Tentang Pengesahan Convention On The Rights
Of Persons With Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas),
Pasal 5 mengenai “Persamaan Dan Non-
Diskriminasi”. Selanjutnya dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat, Pasal 5 “Setiap penyandang
cacat mempunyai hak dan kesempatan yang
sama dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan”.'’

Menurut laporan vyang diterbitkan The
World  Health  Organization  (Organisasi
Kesehatan Dunia) dan Bank Dunia pada tahun
2011 dalam Pedoman Untuk Perusahaan
memperkirakan ada sekitar satu juta orang di
dunia yang lahir dan hidup dengan bentuk
memiliki keterbatasan fisik/cacat atau bisa
disebut dengan disabilitas. Dua hingga empat
persen dari mereka diantaranya mengalami
kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-
hari.Bank Dunia juga memperkirakan terdapat
dua puluh persen dari kaum miskin dunia
merupakan penyandang disabilitas. Menurut
PBB, delapan puluh persen dari penyandang
disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan.
Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah
pedesaan dimana akses terhadap pelayanan
pemerintah sangat terbatas. Dalam TNP2K
(2012) menyatakan bahwa di Indonesia tidak
kurang dari 24 juta atau sekitar sepuluh persen
dari total jumlah penduduk Indonesia
merupakan kaum difabel. Dan PPLS (2011)
menyatakan bahwa enam puluh persennya
hidup dalam kemiskinan asbsolut dengan
jumlah pendapatan kurang dari USD1.25 per
hari."®

1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Y http://www. adobe. com/ go/ reader9_create_pdf.
Muhammad Amin.Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Tuna
Daksa Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan
Keterampilan ~ (Studi  Panti  Sosial ~ Bina  Daksa
WirajayaMakassar). him. 84.

BEkawati Rahayu Ningsih. Op.Cit. him. 73.
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Ironisnya, perkiraan jumlah penyandang
disabilitas di seluruh dunia ini semakin hari
semakin bertambah seiring dengan
bertambahnya usia populasi dunia maupun
penyebaran penyakit kronis yang cukup pesat
akhir-akhir ini. Karena keterbatasan fisik
tersebut, maka tidak jarang para penyandang
disabilitas seringkali menghadapi kemiskinan
dan pengangguran yang cukup besar
jumlahnya. Sebagai sesama manusia, sudah
selayaknya kondisi ini menjadi tanggung jawab
bersama dan pekerjaan rumah yang harus
diselesaikan segera.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas, mengatur
mengenai hak penyandang disabilitas untuk
mendapatkan pelindungan dari tindakan
diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan
eksploitasi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal
128 ayat:

(1) Pemerintah dan Pemerintah  Daerah
memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk
bersosialisasi dan berinteraksi dalam
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
dan bernegara tanpa rasa takut.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menjamin Penyandang Disabilitas bebas
dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis,
ekonomi, dan seksual.

Pancasila  sebagai landasan filosofis
ketatanegeraan Republik Indonesia menjamin
kehidupan dan penghidupan bagi seluruh
warga negara akan prinsip  keadilan,
sebagaimana termuat dalam Pancasila sila ke-5,
“Keadilan  Sosial Bagi  Seluruh  Rakyat
Indonesia.” Dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1
ayat (3) di atur bahwa, “Indonesia adalah
negara hukum”. Salah satu unsur dalam negara
hukum adalah adanya pengakuan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia dan
jaminan persamaan di hadapan hukum,
sehingga semua warga negara memiliki hak
untuk di perlakukan sama di hadapan hukum
(equality before the law).*°

“Ibid.

2 http:// www. adobe. com/go/reader9_create_pdf.
Muhammad Amin. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Tuna Daksa Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan
Pelatihan Keterampilan (Studi Panti Sosial Bina Daksa
Wirajaya Makassar). him. 83.
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Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negera
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C ayat
(1) dan Pasal 28 | ayat (2) menghormati dan
menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia tanpa ada pengecualian.Salah satu hak
dasar yang menjadi fundamental adalah hak
untuk memperoleh pendidikan demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan
kesejahteraan sosial.Pasal 31 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 diatur bahwa, “setiap orang berhak
mendapatkan pendidikan”.Berdasarkan
ketentuan tersebut, negara mengakui dan
menjamin hak dasar warga negara dalam
bidang pendidikan tanpa
pengecualian.Ketentuan Pasal tersebut
berimplikasi pada penyelenggaraan persamaan
pendidikan bagi penyandang disabilitas
merupakan tugas dan wewenang negara pada
sektor regulasi dalam tatanan berbangsa dan
bernegara tanpa diskriminatif.*!

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Kerjasama internasional untuk
mendukung usaha memajukan
penghormatan, pelindungan dan

pemenuhan hak penyandang disabilitas
dilakukan pemerintah dengan menjalin
kerja sama internasional dengan negara
yang mendukung usaha memajukan
penghormatan, pelindungan, dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Pemerintah wajib mengarusutamakan isu
disabilitas dalam menjalin kerja sama
internasional dan dapat dilakukan
dengan cara: bertukar informasi dan
pengalaman, program pelatihan, praktik
terbaik, penelitian, ilmu pengetahuan;
dan/atau alih teknologi.

2. Tujuan pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas  diantaranya  mewujudkan
Penghormatan, pemajuan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak asasi manusia serta
kebebasan dasar Penyandang Disabilitas
secara penuh dan setara, menjamin
upaya Penghormatan, pemajuan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak
sebagai martabat yang melekat pada diri
Penyandang Disabilitas; mewujudkan

21pid. him. 83

taraf kehidupan Penyandang Disabilitas
yang lebih berkualitas, adil, sejahteralahir
dan batin, mandiri, serta bermartabat,
melindungi Penyandang Disabilitas dari
penelantaran dan eksploitasi, pelecehan
dan segala tindakan diskriminatif, serta
pelanggaran hak asasi manusia.

B. Saran
1. Kerjasama internasional untuk
mendukung usaha memajukan
penghormatan, pelindungan dan

pemenuhan hak penyandang disabilitas
memerlukan dukungan Komisi Nasional
Disabilitas untuk melakukan tugas
pemantauan, evaluasi, dan advokasi
pelaksanaan penghormatan,
pelindungan, dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas yang merupakan
hasil dari pelaksanaan kerjasama
internasional.

2. Untuk pencapaian tujuan pemenuhan
hak-hak penyandang disabilitas maka
diperlukan dukungan pemerintah dan
pemerintah daerah untuk memastikan
pemenuhan hak penyandang disabilitas
untuk  mengembangkan diri serta
mendayagunakan seluruh kemampuan
sesuai bakat dan minat yang dimilikinya
untuk dapat memperoleh pekerjaan dan
penghasilan serta berperan untuk
memberikan kontribusi secara optimal
dalam segala aspek kehidupan
berbangsa, bernegara,dan
bermasyarakat.
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